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PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbm

s N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan JALAN, RT 002,
RW 002, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan
KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan
JALAN, Gang GANG, RT 03, RW 05, Kelurahan
KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih,

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni

2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih

dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Pbm, tanggal 15 Juni

2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah
pada tanggal 16 Desember 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten.Banjarnegara, Provinsi
Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0363/028/XI11/2018,
tertanggal 17 Desember 2018;
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2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon bersetatus
sebagai duda sedangkan Termohon bersetatus janda;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di Jalan JALAN, RT 002, RW 002, Kelurahan
KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih, Provinsi
Sumatra Selatan, selama kurang lebih lima tahun, sampai dengan
berpisah kiranya pada tahun 2021;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum memiliki
anak;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, akan tetapi
sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena
Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan
Pemohon, Termohon memiliki pria idaman lain, Pemohon sudah merasa
tidak cocok lagi dengan Termohon dan Pemohon enggan beristrikan
dengan Termohon,;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi Bulan
Januari Tahun 2021, karena Pemohon mengetahui Termohon memiliki
pria idaman lain, sehingga Termohon pergi meninggalkan, dan hingga
sekarang Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya
bersuami istri;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal, Pemohon saat ini tinggal di Jalan JALAN, RT
002, RW 002, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota
Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan, dan Termohon sekarang
bertempat tinggal di Jalan JALAN, Gang GANG, RT 03, RW 05,
Kelurahan Karang Raja, Kecamatan KECAMATAN, Kota Prabumulih,
Provinsi Sumatera Selatan, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih
selama 3 bulan, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat
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dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana
layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah
berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan
Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah
tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon
tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi
beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dihadapan Sidang
Pengadilan Agama Prabumulih;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cqg Majelis Hakim untuk
menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Prabumulih;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan

yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa
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hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun
Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat
kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan
mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap
dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat
didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
KECAMATAN, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Nomor
0363/028/X11/2018, tertanggal 17 Desember 2018, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Il. Bukti Saksi
1. Nama SAKSI 1, umur 50 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan JALAN, No.051, RT 003,
RW 003, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota
Prabumulih, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal
dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon
mempunyai Pria Idaman Lain, Termohon juga sering pulang ke
Jawa sedangkan ongkosnya cukup memberatkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih
kurang dua bulan;

- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak
berhasil;

2. Nama SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Buruh, bertempa tinggal di Jalan JALAN, No.60, RT 006,
RW 003, Kelurahan KELURAHAN, kecamatan KECAMATAN, Kota
Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan
Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang
disebabkan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, Termohon juga sering
pulang ke Jawa;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih
kurang dua bulan yang lalu;

- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak
berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi

dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan

yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum
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dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan
mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-
sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan
guod est Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil
sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 3
ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing
Pemohon dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo Pemohon
mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-
undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut
Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya
merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan

dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti
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tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh
karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam,
harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat
dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk
mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan
di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi absolut untuk
mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon
mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, maka hal tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalil permohonan
Pemohon mengenai tempat tinggal tersebut tidak dibantah oleh Termohon
dan Termohon pun tidak mengajukan eksepsi, karena Termohon tidak pernah
hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak
berkeberatan berperkara di Pengadilan Agama Prabumulih, sehingga
Pengadilan Agama Prabumulih memiliki kompetensi relatif untuk mengadili
perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh
Pemohon dapat disimpulkan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai
terhadap Termohon, telah mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain
karena Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon pergi
meninggalkan Pemohon, Termohon memiliki pria idaman lain, Pemohon
sudah merasa tidak cocok lagi dengan Termohon dan Pemohon enggan
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beristrikan dengan Termohon. Puncaknya Pemohon dan Termohon sudah

berpisah rumah selama lebih kurang tiga bulan sampai dengan diajukannya

surat permohon Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon
telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Prabumulih;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan

yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum
permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di
persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1
tentang mengabulkan permohonan Pemohon, karena berkaitan dengan
petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah
mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka
2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak
satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih,
Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak
pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di
persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang
ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan
permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan
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Pasal 149 R.Bg Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan
sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui
seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon
dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan
perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain
berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak
untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk
menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon
juga telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi, yang akan
Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dipertimbangkan sebagaimana
tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu
kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon
di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang
disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, Termohon juga sering
pulang ke Jawa sedangkan ongkosnya memberatkan Pemohon. Pemohon
dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang dua bulan.
Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon
telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan
persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian
serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim
berpendapat quod est Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil
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untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a

quo;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil permohonan
Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah
menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat
perkawinan yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan
pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon
mempunyai Pria Idaman Lain, Termohon juga sering pulang ke Jawa
sedangkan ongkosnya memberatkan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang
dua bulan yang lalu;

4. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang periu
mengemukakan dalil syar’i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Bagarah

ayat 229, yang berbunyi:
® ¢ - _ = e W
olash &85 8l agsray Jusls o olids (Hiall

—

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami
diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau
menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan
mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya

dibanding kebaikannya, di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak
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ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan,
sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan
sebuah dalil syar’i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi
sebagai berikut:

JlreYs o
Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula
kamu sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar’i
yang lain, berupa kaedah fighiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa
al-Nazhair, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,
sebagai berikut:

Logexl LLG,L
Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih
ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1997, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan
hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, quod est Penjelasan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat
bahwa permohonan Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga
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petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan
mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di
hadapan persidangan Pengadilan Agama Prabumulih, setelah putusan
perkara a quo inkracht van gewijsde;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang
pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum
permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara
kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas
masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab
petitum permohonan Pemohon angka 1, permohonan Pemohon dikabulkan
seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, maka quod est ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. permohonan
Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Prabumulih;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah  diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021
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Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh
Yunizar Hidayati, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Fighan Hakim, S.H.l. dan
Chusnul Chasanah, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
TTD TTD
Fighan Hakim, S.H.I. Yunizar Hidayati, S.H.l.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Chusnul Chasanah, S.H.l.
PANITERA PENGGANTI,

TTD

Pera Yuniati, S.H.

Rincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan :Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp 10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Isi : Rp 120.000,00
Putusan
8. Biaya PNBP Pemberitahuan :Rp 10.000,00
Isi Putusan
JUMLAH :Rp 530.000,00
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Terbilang : (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
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